





LAPORAN TRIWULAN | 2025

Wakil Ketua Ombudsman R,
Bobby Hamzar Rafinus menghadiri
Entry Meeting Pemeriksaan Laporan
Keuangan Tahun Anggaran 2024 dengan
seluruh pimpinan badan di lingkungan
Auditoriat Utama Keuangan Negara
(AKN) Il di Jakarta, 13 Februari 2025.

Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo
Suharmawijaya menerima kunjungan
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan
Desa La Ode Ahmad P. Bolombo
membahas Penyusunan Rekomendasi
Kebijakan Khusus pasca terbitnya UU
No.3 2024 tentang Perubahan Kedua
atas UU No.6 2014 Tentang Desa dan
Putusan MK no.92 PUU XXII 2024.

Anggota Ombudsman Rl Indraza Marzuki Rais
menghadiri undangan kegiatan Focus Group
Discussion (FGD) dengan tema “Kebijakan
Proporsionalitas Penerimaan Peserta

Didik Baru (Zonasi, Prestasi, Afirmasi, dan
Perpindahan Orang Tua/Wali)” di Jakarta,

10 Februari 2025.
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Segenap pimpinan dan

pegawai menghadiri perayaan
Natal 2024 dan Tahun Baru
2025 di lingkungan
Ombudsman Rl digelar

pada 16 Januari 2025. o

OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESI

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng
menerima laporan dugaan maladministrasi dalam
pemutusan hubungan kerja (PHK) 1.040 Tenaga
Pendamping Profesional (TPP) Desa yang dilakukan
Kementerian Desa di Jakarta, 5 Maret 2025.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih,
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto,
mengadakan pertemuan dengan Menteri
Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Wakil
Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti,
serta Sekretaris Jenderal PU, Mohammad
Zainal Fatah, di Kantor Kementerian PU,
Jakarta, 5 Maret 2025.
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Ketua Ombudsman Rl Mokhammad Najih,
bersama Wakil Ketua Bobby Hamzar Rafinus,
dan Anggota Hery Susanto, Johanes
Widijantoro, Indraza Marzuki Rais, Robert

Na Endi Jaweng, serta Sekjen Suganda
Pandapotan Pasaribu menemui Ketua Komisi
I DPR M. Rifqinizamy Karsayuda meminta
dukungan dalam rekonstruksi anggaran
pada program efisiensi pemerintah,

pada 18 Februari 2024 di Ruang Pimpinan
Komisi Il, Gedung Nusantara Il.

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih bertemu
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan
Bachtiar Najamudin, serta Wakil Ketua Tamsil
Linrung, di Gedung DPD R, Jakarta Pusat, pada

7 Februari 2025 untuk mempererat sinergi antara
kedua lembaga dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Turut hadir dalam pertemuan
Anggota Ombudsman RI Hery Susanto, Robert Na
Endi Jaweng, Jemsly Hutabarat, Johanes
Widijantoro, Indraza Marzuki Rais, serta Sekretaris
Jenderal Suganda Pandapotan Pasaribu.

D ovmesiay ©mbudsman

(] udsman Coo ¥ ratiofs nd Support ’ngem
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§ < v ) sl = Ketua Ombudsman Republik Indonesia

{ & L | Mokhammad Najih dan Ketua Ombudsman
' : Selandia Baru, Peter Boshier
menandatangani Pengaturan Kerjasama
dan Dukungan Ombudsman (Ombudsman
Cooperation and Support Arrangement)
di Jakarta, 24 Februari 2025. Acara ini
dihadiri Wakil Ketua Bobby Hamzar
Rafinus, Anggota Dadan Suparjo
Suharmawijaya, Jemsly Hutabarat,
Indraza Marzuki Rais, Robert Na Endi
Jaweng, serta Sekjen Suganda
Pandapotan Pasaribu.
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PENUTUP

upaya Ombudsman Rl melaksanakan kewajib-
an sesuai dengan Pasal 42 ayat 2 dalam UU
37 tahun 2009 mengenai Ombudsman RI.

Melalui laporan ini, Ombudsman Rl memenuhi
tanggung jawab dalam menjalankan fungsi, tugas,
dan wewenang sebagai Lembaga pengawas pela-
yanan publik, dengan memberikan pertanggungja-
waban kepada Presiden, DPR, dan seluruh masya-
rakat.

Berbagai aspek kinerja Ombudsman RI dijelaskan
dalam laporan ini, mencakup segala produk dan ke-
giatan yang telah dilakukan. Di antaranya adalah
laporan mengenai pengaduan masyarakat, peme-

| aporan Triwulan | tahun 2025 merupakan

m PENUTUP |

riksaan laporan berdasarkan prakarsa sendiri, Re-
spons Cepat Ombudsman, dan upaya penjaminan
mutu.

Dalam laporan ini juga disampaikan kegiatan Pen-
cegahan Maladministrasi seperti Saran Perbaikan
Kebijakan Pelayanan Publik, Opini Pengawasan Pe-
nyelenggaraan Pelayanan Publik, serta pembentuk-
an Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di
Perwakilan yang masih terus berlangsung.

Tidak hanya itu, laporan ini juga menyajikan kegi-
atan Penjaminan Mutu dan Akselerasi Dan Trans-
formasi Organisasi sebagai upaya Ombudsman
Republik Indonesia mengawasi penyelenggaraan
pelayanan publik di seluruh pelosok negeri.
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Laporan Masyarakat, Respon Cepat, Investigasi atas Prakarsa Sendiri

ditindaklanjuti dengan mekanisme penyelesaian laporan

Jenis Akses Grand Total

Laporan Masyarakat 1160 2.452
Respon Cepat 16 151 219 486
Investigasi atas Prakarsa Sendiri 4 10 3 17
Konsultasi 51 622 473 1.606
Tembusan 230 271 158 659
Grand Total 1.660 2.214 1.346 5.220

Total Penyelesaian Laporan (tidak termasuk penutupan tahap formil)

I O N B

Grand Total

Penutupan Per Tahap (tidak termasuk penutupan tahap formil)

pvl 94 190 155 439

Laporan Masyarakat 1.404
Respon Cepat 29 93 35 157
Investigasi atas Prakarsa Sendiri 3 2 3 8

Tidak Memenuhi Syarat Materiil 94 190 155 439
resmon 5 4 19 28
Penutupan Laporan Resmon 5 4 19 28
riksa 1.102
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Sebaran Penerimaan Laporan

Berdasarkan Substansi

Substansi Grand Total
Kepegawaian 201 172 76 449
Agraria (Pertanahan dan Tata Ruang) 121 249 77 447
Perhubungan dan Infrastruktur 53 93 39 185
Jaminan Sosial 10 42 131 183
Kepolisian 51 72 57 180
Hak Sipil dan Politik 42 104 27 173
Pendidikan 70 68 32 170
Pemukiman dan Perumahan 31 81 12 124
Energi dan Kelistrikan 47 44 17 108
Perbankan 30 49 27 106
Administrasi Kependudukan 15 32 58 105
Air 7 82 14 103
Perdesaan 33 38 13 84
Lingkungan Hidup 57 7 8 72
Kesejahteraan Sosial 17 46 5 68
Ketenagakerjaan 18 24 22 64
Kesehatan 23 25 15 63
Peradilan 14 23 24 61
Perizinan 15 14 20 49
Pengadaan Barang, Jasa, dan Lelang 13 5 7 25
Kejaksaan 6 10 3 19
Perdagangan, Industri dan Logistik 2 9 6 17
Pajak 7 4 3 14
Imigrasi 6 1 4 n
Pertanian dan Pangan 5 4 1 10
Agama 4 6 10
Telekomunikasi dan Informatika 3 3 3 9
Kehutanan 3 5 8
NULL 7 7
Asuransi 3 3 1 7
Tentara Nasional Indonesia 2 1 2 5
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Pertambangan 3 1 4
Lembaga Pemasyarakatan 1 2 3
Penggadaian 2 1 3
Kedaruratan 1 1 1 3
Perikanan 2 2
Hak Kekayaan Intelektual 1 1 2
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 1 2

LS
©
ul
ul

Grand Total

Berdasarkan Cara Penyampaian

Cara Penyampaian 2 Grand Total
Surat 253 337 188 778
Datang Langsung 224 281 12 617
Whatsapp 191 292 128 611
On The Spot/Akses 133 247 201 581
Telepon 40 70 25 135
Email 49 32 25 106
Website 20 37 27 84
SP4N-LAPOR! 4 6 6 16
Investigasi Inisiatif 1 7 3 n
Call Center 137 1 7 8
Media Sosial 3 3 6
Mobile Apps 2 2

Grand Total

Berdasarkan Kelompok Pelapor

Perorangan 1.018 2.105
Badan Hukum/Organisasi 46 125 37 208
Kantor Hukum (Advokat) 42 49 33 124
Anggota Keluarga 28 42 14 84
Kelompok Masyarakat 10 12 8 30
Bukan Korban Langsung maupun Kuasa 12 n 5 28
NULL

m LAMPIRAN
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Berdasarkan Kelompok Terlapor

509 225

Grand Total

Kantor Registrasi

Berdasarkan Kantor

Pemerintah Daerah 435 1.169
Instansi Pemerintah / Kementerian 82 144 220 446
Badan Pertanahan Nasional 88 184 34 306
BUMN/BUMD 70 139 44 253
Kepolisian 54 70 55 179
Lembaga Pendidikan Negeri 53 53 24 130
Perbankan 28 44 22 94
Badan Swasta/Perorangan 26 27 16 69
Komisi Negara/Lembaga Negara Non Struktural 4 58 6 68
Lembaga Peradilan 14 22 23 59
Lembaga Pemerintah Non Kementerian 18 15 17 50
Rumah Sakit Pemerintah 21 15 7 43
Lembaga Pendidikan Swasta 9 13 6 28
Kejaksaan 7 14 3 24
Rumah Sakit Swasta 3 5 3 n
Perguruan Tinggi Swasta 3 3 4 10
Tentara Nasional Indonesia 2 3 4 9
Dewan Perwakilan Rakyat 2 3 1 6
Badan Pemeriksa Keuangan 1 1

Grand Total

Aceh 21 24 17 62
Bali 26 33 30 89
Banten 36 25 " 72
Bengkulu 16 19 5 40
DI Yogyakarta 13 12 17 42
Gorontalo 26 64 4 94
Jakarta Raya 32 97 26 155
Jambi 42 23 10 75
Jawa Barat 16 19 18 53

. L AMPIRAN m




’( 2 QMBuDsMAN

Jawa Tengah 31 34 28 93

Jawa Timur 34 52 40 126
Kalimantan Barat 18 26 9 53

Kalimantan Selatan 45 18 9 72

Kalimantan Tengah 9 15 1 25

Kalimantan Timur 16 60 1 87

Kalimantan Utara 17 4 5 26

Kepulauan Bangka Belitung 36 38 10 84
Kepulauan Riau 34 12 16 62

Lampung 9 15 15 39

Maluku 31 10 176 217
Maluku Utara 4 71 22 97

Nusa Tenggara Barat 1 35 15 61

Nusa Tenggara Timur 1 20 18 49
Papua 16 n 10 37

Papua Barat 5 32 1 38
Pusat 147 152 97 396
Riau 39 n 9 59
Sulawesi Barat 51 61 13 125
Sulawesi Selatan 21 22 14 57

Sulawesi Tengah 18 10 4 32

Sulawesi Tenggara 21 7 5 33

Sulawesi Utara 10 17 8 35
Sumatera Barat 21 36 7 64
Sumatera Selatan 9 194 14 217
Sumatera Utara 27

42 20 89

Jumlah Penerimaan Laporan Substansi Kepegawaian Masing-masing Provinsi

1 1 8

Aceh 6

Banten 5 2 7
Bengkulu 1 3 3 7
DI Yogyakarta 2 1 3 6
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Gorontalo 7 7

Jakarta Raya 3 7 10
Jambi 32 16 4 52
Jawa Barat 1 1 2
Jawa Tengah 2 5 3 10
Jawa Timur 6 6 12 24
Kalimantan Barat 1 1 2

Kalimantan Selatan 2 1 1 4
Kalimantan Tengah 2 2
Kalimantan Timur 1 1

Kalimantan Utara 3 1 4 8
Kepulauan Bangka Belitung 12 2 2 16
Kepulauan Riau 26 1 27
Lampung 2 2 4
Maluku 6 4 3 13
Maluku Utara 2 1 3
Nusa Tenggara Barat 2 3 8 13
Nusa Tenggara Timur 2 4 2 8
Papua 1 3 2 6
Papua Barat 3 2 1 6
Pusat 25 17 8 50
Riau 2 1 3
Sulawesi Barat 14 1 15
Sulawesi Selatan 7 4 2 13
Sulawesi Tengah 6 6
Sulawesi Tenggara 8 2 10
Sulawesi Utara 2 1 1 4
Sumatera Barat 4 4 4 12
Sumatera Selatan 1 64 3 68
Sumatera Utara 7 3

12 22
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Jumlah Penerimaan Laporan Berdasarkan Substansi dan Pokok Permasalahan

172 76 449

Substansi dan Pokok Permasalahan -

lelang,merger), Ganti Nama Sertifikat, Perpanjangan jangka waktu,
Pembaharuan hak, Pemecahan, Penggabungan, Pemisahan,
Pertifikat pengganti))

Kepegawaian 201

Administrasi Pegawai 6 4 3 13
Disiplin Pegawai 4 2 6 12
Hak Pegawai (Gaji, Insentif, Honor, Tunjangan, Cuti) 30 74 n 15
Honorer/Pegawai Tidak Tetap 79 27 4 10
Informasi Kepegawaian 1 1 2
Jabatan Fungsional 2 2
Kenaikan Pangkat dan Golongan 1 1 1 3
Kinerja Pegawai 1 1 3 5
Lain-lain 5 3 2 10
Pengisian Jabatan/Open Bidding 5 2 2 9
Pensiun 5 8 1 14
Perceraian 2 1 2 5
Promosi/Rotasi/Mutasi Jabatan 8 7 6 21
Seleksi CPNS/Pegawai Baru 54 41 33 128
Agraria (Pertanahan dan Tata Ruang) 121 249 77 447
Lain-lain 25 35 13 73
Layanan Program Pertanahan Non Reguler (Prona, PTSL, SKT, 13 95 3 m
Izin Membuka Tanah, Izin Lokasi, Tanah Garapan)

Pencatatan dan Informasi Pertanahan (pencatatan sita, blokir, 9 13 3 25
pengangkatan sita, pengecekan sertifikat, Surat Keterangan

Pendaftaran Tanah, Informasi peta)

Pendaftaran Tanah Pertama Kali (penerbitan hak atas tanah SHM, 18 32 M 61
HGB, HGU, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Wakaf, Pendaftaran HM

Sarusun)

Penerbitan Dokumen Berdasarkan Putusan Pengadilan 2 4 1 7
Pengadaan Tanah Non Pemerintah (ganti rugi dan non ganti rugi) 1 3 4
Pengadaan Tanah Pemerintah (ganti rugi dan non ganti rugi) 8 4 7 19
Pengelolaan Pengaduan 5 6 2 13
Pengukuran Bidang Tanah (pengembalian batas, pengukuran atas 7 9 3 19
permintaan instansi dan/atau masyarakat untuk mengetahui luas)

Penyelesaian Kasus Pertanahan (sengketa, konflik, perkara, 9 13 7 29
mediasi, gelar kasus pertanahan)

Permasalahan Objek Tanah 8 9 21 38
Perubahan Hak atas Tanah (Peralihan Hak (jual beli, waris, hibah, 16 26 6 48

m L.AMP1RAN |
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Perhubungan dan Infrastruktur 53 93 39 185
Bendungan (Waduk, Dam, Situ) 2 4 6
Ganti rugi dan Kompensasi (Tiket, dsb) 1 1
Infrastruktur (Jalan Raya, Jalan Tol, Jalan Rusak) 26 39 24 89
Jembatan Penyebrangan & Pedestrian 8 3 1
Keamanan Transportasi 1 1 2
Lain-lain 10 44 2 56
Pelabuhan & Terminal (Airport, Pelabuhan, Terminal) 1 1
Penerangan Jalan, Siring Jalan 6 4 5 15
Transportasi Umum (Darat, Air, Udara) 3 1 4
Jaminan Sosial 10 42 131 183
Jaminan Kesehatan (BPJS, dll) 4 38 131 173
Jaminan Ketenagakerjaan (BPJSTK, dll) 5 4 9
Lain-lain 1 1
Kepolisian 51 72 57 180
Kode Etik dan SDM (rekruitmen polisi,pelatihan,pendidikan, 2 1 5 8
pembinaan karier,pensiun)

Lain-lain 15 7 13 35
Penegakan Lalu Lintas 1 1 2
Penerimaan Laporan (Krimum,Krimsus,Propam) 10 15 5 30
Penyelidikan,penyidikan, penetapan tersangka, dpo, visum, 23 44 29 96
labkrim (SP2HP, SPDP, P21)

SPKT (sim,skck,stnk,bpkb, ijin keramaian) 2 3 5
Tindakan Tegas (penembakan,penahanan,penyitaan, 2 2 4
penggeledahan, penganiayaan)

Hak Sipil dan Politik 42 104 27 173
Keterbukaan Informasi 15 65 6 86
Lain-lain 4 6 10
Pelayanan Pengaduan Instansi 19 23 19 61
Pemilu dan Pilkada 1 1 2
Peningkatan dan Pengembangan Sistem Penyelenggaraan 1 1

Layanan Public

Permintaan Data 2 4 1 7
Transparansi Keuangan 2 4 6
Pendidikan 70 68 32 170
Beasiswa 4 2 2 8
Dana BOS 2 2
liasah/Gelar 4 19 3 26
Lain-lain 12 5 17

. L AMPIRAN m
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Pembelajaran Tatap Muka 2 2
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 3 3
Perguruan Tinggi 7 4 7 18
Pungutan 18 21 12 51
SD/Madrasah Ibtidaiyah (Ml) 15 2 1 18
SMA/Madrasah Aliyah (MA) 4 10 5 19
SMP/SLTP/MTs 2 2 2 6
Pemukiman dan Perumahan 31 81 12 124
Fasum-Fasos 4 76 6 86
Izin Lokasi 1 1 1 3
Lain Lain 2 2 5 9
Pengelolaan Rumah Susun 1 1
Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) 1 1
Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) 1 1
Rumah Negara 22 1 23
Energi dan Kelistrikan 47 44 17 108
Distribusi BBM 1 9 10
Distribusi Gas 1 1
Ganti Kerugian/Kompensasi 1 1 2
Lain-lain 14 N 2 27
P2TL/Penertiban listrik 1 1
Pemadaman Listrik 2 2 1 5
Pemasangan Listrik 24 25 2 51
Pembangunan Jaringan 3 1 4
Pencabutan Aliran Listrik 1 3 1 5
Permasalahan Tagihan Listrik 2 2
Perbankan 30 49 27 106
Eksekusi Jaminan 1 1
Lain-lain 12 16 8 36
Lelang Jaminan 1 6 1 8
Pelunasan Kredit 5 7 5 17
Pembayaran Kredit 8 14 7 29
Pembuatan Rekening 1 1
Pengajuan Kredit 2 2 4
Pengawasan OJK 1 3 4
Penggunaan Rekening 3 2 1 6
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Administrasi Kependudukan 15 32 58 105
Akte Kelahiran 4 6 10
Akte Kematian 1 1
Akte Perceraian 1 1
Akte Perkawinan 1 1 2
KK (Kartu Keluarga) 6 9 5 20
KTP (Kartu Tanda Penduduk) 7 16 25 48
Lain-lain 2 1 20 23
Air 7 82 14 103
Distribusi Air 3 9 5 17
Lain-lain 1 9 4 14
Pemasangan Meter Air 1 2 1 4
Pencabutan 1 1
Perpipaan Air (Kebocoran, Pemasangan, Penggantian) 1 58 1 60
Tagihan Air Minum 1 3 3 7
Perdesaan 33 38 13 84
Dana Desa 3 7 1 n
Lain-lain 9 2 n
Pelayanan Desa 13 19 6 38
Pengelolaan Desa 4 2 2 8
Pilkades 2 2
Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 4 6 14
Lingkungan Hidup 57 7 8 72
AMDAL 1 1
Lain-lain 3 2 3 8
Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah 1 1
untuk Produksi Biomassa

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air 1 4 5
Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara Dari Sumber 1 1
Tidak Bergerak

Pengelolaan Sampah 51 2 1 54
Perizinan Lingkungan Hidup 2 2
Kesejahteraan Sosial 17 46 5 68
Bantuan Sosial (PKM, dll) 14 45 5 64
Orang Terlantar (Yatim Piatu, Pengemis/Gelandangan, ODGJ) 3 1 4
Ketenagakerjaan 18 24 22 64
Hak Pekerja 5 1 8 24

Hak-hak TKI
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Hubungan Industrial 4 4 2 10
Kontrak Kerja 2 1 1 4
Lain-lain 4 4
Pelayanan Pengaduan Instansi 1 1
Pemutusan Hubungan Kerja/PHK 2 7 M 20
Kesehatan 23 25 15 63
Lain-lain 2 3 1 6
Pelayanan Medik dan Penunjang Medik 12 16 M 39
Pelayanan Non Medik/Administrasi Pelayanan Kesehatan 9 6 3 18
Peradilan 14 23 24 61
Eksekusi Putusan 6 10 3 19
Hakim 2 2 4 8
Keberatan atas Putusan Hakim 1 5 2 8
Kinerja Panitera 4 4
Lain-lain 1 2 4 7
Pengawasan Peradilan 1 3 4
Proses Persidangan 4 3 7
Salinan Putusan 3 1 4
Perizinan 15 14 20 49
Lain-lain 4 1 5
Pencabutan Izin 1 1
Penerbitan Izin 7 9 16 32
Pengawasan lzin 1 2 1 4
Perpanjangan Izin 3 1 3 7
Pengadaan Barang, Jasa, dan Lelang 13 5 7 25
Eksekusi Lelang 1 1 2
Lain-lain 1 3 4
Proses Lelang 3 3 2 8
Proses Pengadaan Barang dan Jasa 10 1 1
Kejaksaan 6 10 3 19
Dakwaan/Penuntutan 1 3 4
Eksekusi Pidana 1 1 2
Lain-lain 4 6 2 12
Penahanan Kejaksaan 1 1
Perdagangan, Industri dan Logistik 2 9 6 17
Ekspor & Impor 5 1 6
Lain-lain 1 1 2

m L.AMP1RAN |
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Pengelolaan Pasar dan Lapak 3 2 5
Perdagangan Online 1 1
Revitalisasi Pasar 1 1
Usaha Kecil Mikro dan Menengah/UKM 1 1 2
Pajak 7 4 3 14
Lain-lain 1 2 6
PBB 3 1 4
Pemungutan Pajak 3 3
Penerbitan SKPKB/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 1 1
Imigrasi 6 1 4 1"
Kartu ljin Tinggal Sementara/KITAS 3 3
Kartu ljin Tinggal Tetap/KITAP 1 1
Lain-lain 2 2
Paspor 3 1 1 5
Pertanian dan Pangan 5 4 1 10
Distribusi Input Pertanian (Pupuk, dll) 2 2
Kelompok Tani (Akses Bantuan, Kouta Impor, Bantuan Alat) 1 1 1 3
Lain Lain 2 2
Subsidi 1 1
Tanah Garapan Pertanian 1 1 2
Agama 4 6 10
Haji 1 4 5
Layanan KUA 2 1 3
Tempat Ibadah 1 1
Umroh 1 1
Telekomunikasi dan Informatika 3 3 3 9
Ganti Kerugian/Kompensasi 1 1 2
Internet 1 1
Lain-lain 1 1 1 3
Permintaan Data dan Informasi 1 1 1 3
Kehutanan S 5 8
Hutan Tanaman Industri 1 1
lin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) 1 1
Konflik Tenurial Kehutanan 2 2
Lain-lain 1 1
Perhutanan Sosial 1 1
Perubahan, Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan 1 1 2
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NULL 7 7
NULL 7 7
Asuransi 3 3 1 7
Lain-lain 1 1 2
Pelayanan OJK 2 1 3
Pelayanan Pengaduan Asuransi 2 2
Tentara Nasional Indonesia 2 1 2 5
Tentara Nasional Indonesia (TNI) 2 1 2 5
Pertambangan 3 1 4
Lain-lain 1 1
Perpanjangan IUP 1 1
Tumpang Tindih IUP 1 1 2
Lembaga Pemasyarakatan 1 2 3
Hak Warga Binaan 1 1
Kinerja Petugas LAPAS 2 2
Penggadaian 2 1 3
Pelayanan Pegadaian 2 1 3
Kedaruratan 1 1 1 3
Pelayanan Penanggulangan Bencana Alam 1 1
Pelayanan Rehabilitasi Bencana Alam 1 1 2
Perikanan 2 2
Lain-lain 1 1
Subsidi Nelayan 1 1
Hak Kekayaan Intelektual 1 1 2
Hak Cipta 1 1
Hak Merek 1 1
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 1 2
Pengawasan 1 1 2
Grand Total 919 1.321 | 715 2.955
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